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ABSTRAK 

 

Adat Buantak merupakan salah satu adat yang telah menjadi 

warisan kebudayaan terdahulu bagi masyarakat suku Lampung Sai 

Batin yang mengatur proses pernikahan. Adat Buantak dilakukan 

dalam perkawinan Bedu’a dilamban (Pernikahan yang dilakukan 

dirumah pria). Proses Adat Buantak dalam pernikahan Bedu’a 

dilamban merupakan pesta adat perkawinan yang sederhana, semua 

kegiatan hanya dipusatkan dan dilaksanakan di rumah pengantin laki-

lakinya saja dengan cara, mengantarkan calon pengantin perempuan 

ke rumah calon pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari 

bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat yaitu: 1). 

Bagaimana proses pelaksanaan Adat Buantak dalam perkawinan 

Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung 

Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, 2). 

Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada 

Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir 

Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Adat Buantak 

yang ada pada masyarakat Pekon Gunung Kemala terhadap ‘urf atau 

tradisi yang berkembang dalam melaksanakan pernikahan dimana hal 

tersebut dipandang perlu untuk dikaji dalam kacamata perspektif 

Hukum Islam, apakah secara praktik pernikahan Bedu’a, Adat 

Buantak  yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Gunung Kemala 

sudah sesuai ataukah belum dalam tinjauan Hukum Islam.  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaiu 

penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian, jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan 

wawancara yang dianalisis. 

     Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasannya dalam  proses 

pelaksanaan Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a di lamban 

masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, 
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Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, melalui analisis 

Hukum Islam terhadap Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a di 

lamban masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, 

Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat tersebut diperbolehkan 

(mubah), karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 

syariat Islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan 

menghilangkan mudharat yang ada dalam keluarga. 

 

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Adat Buantak 
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MOTTO 

 

مْْۗ 
ُ
مْ وَاِمَاىِٕۤك

ُ
لِحِيْنَ مِنْ عِبَادكِ مْ وَالصّٰ

ُ
يَامٰى مِنْك

َ
ا
ْ
نكِْحُوا ال

َ
ُ وَا وْنُوْا فُقَرَاءَۤ يُغْنِهِمُ اللّّٰٰ

ُ
اِنْ يَّك

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ   (32: 24) النّور/ مِنْ فَضْلِه ْۗ وَاللّّٰٰ

 
“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu 

dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 

Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-

Nur : 32) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini dan 

untuk menghindari kesalah pahaman, terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya pembatasan 

terhadap kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh 

gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini 

adalah “Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam 

Perkawinan Bedu’a Di Lamban Masyarakat Lampung Sai 

Batin” (Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way 

Krui, Kabupaten Pesisir Barat). Adapun uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat pada judul di atas, yaitu : 

1. Analisis Hukum Islam  

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan atau perbuatan,dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya 

dan sebagainya).
1
  

b. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat 

semua yang beragama Islam.
2
 Hukum Islam juga dapat 

diartikan sebagai sekumpulan ketetapan hukum 

kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung 

dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang 

secara langsung (eksplisit) ataupun secara tidak langsung 

(implisit).3 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

analisis hukum Islam adalah upaya penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi untuk mengetahui tentang bagaimana 

                                                                
1 Yenny Salim Petter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

(Jakarta: Modern English Perss, 1991). 43 
2 Amir Syarifuddin, Pengertian Dan Sumber Hukum Islam, Dalam 

Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 14 
3 Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Kreasi Total 

Media, 2015). 11 
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proses pelaksanaan dan penerapan aturan berdasarkan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul yang terjadi dalam peristiwa tersebut. 

2. Adat Buantak adalah salah satu adat perkawinan yang ada pada 

masyarakat lampung sai batin. Dalam proses pelaksaan Adat 

Buantak ini dilakukan ketika sebelum melaksanakan kegiatan 

akad nikah, yang mana pihak dari mempelai perempuan diantar 

oleh para keluarga, kerabat dengan iringan tabuh gendang dan 

juga didampingi oleh kelompok orang-orang khusus yang 

memperagakan kesenian beladiri silat menuju kerumah 

mempelai perempuan. Proses ini diatur dengan sedemikian rupa 

sehingga akan terlihat sangat sakral, dan juga kata lain dari 

masyarakat lampung sai batin mengenai proses perjalanan ini 

juga biasa disebut dengan iring lapah.
4
 

3. Perkawinan Bedu’a adalah pesta adat perkawinan yang 

sederhana. Dalam pesta adat perkawinan ini pelaksanaanya 

merupaka hanya melakukan kegiatan  persembahan adat, 

pemberian nasehat dari kepala adat atau sesepuh pekon kepada 

dua mempelai pengantin, melakukan kegiatan berdo’a sebagai 

tanda syukur atas proses pernikahan yang telah dilalui oleh 

kedua mempelai dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

makan-makan bersama. Dalam hal ini, semua kegiatan adat 

perkawinan Bedu’a dilaksanakan dirumah mempelai dari 

pengantin laki-laki. 

4. Lampung Sai Batin adalah sebutan untuk salah satu suku 

Lampung dan berasal dari Sekala berak pada mulanya 

masyarakat Saibatin hanya menyebar ke wilayah bagian 

pesisir/pantai. Akan tetapi dengan seiringnya waktu, masyarakat 

Saibatin kini telah tersebar juga didaerah pedalaman dan juga 

daerah sector perkotaan. Umumnya masyarakat Saibatin 

menggunakan dialek a/api dalam menggunakan bahasa sehari-

hari.
5
 

                                                                
4 Tasbit Alimudin, (Tokoh Adat Pekon Gunung Kemala Kec. Way 

Krui, Kab. Pesisir Barat), Perkawinan Adat Buantak”, Wawancara dengan 

penulis, 09 September 2022. 
5 Sabarudin, Lampung Pepadun Dan Sai Batin/Pesisir Dialek O/Nyow 

Dan Dialek A/Api (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012). 12 
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Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah yang telah 

dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Hukum Islam 

Tentang Adat Buantak dalam Perkawinan Bedu’a adalah suatu 

upaya untuk menguraikan unsur-unsur yang jelas berdasarkan 

hukum Islam atau hukum yang bersumber dari Allah berdasarkan 

Al-Qur’an dan Hadist mengenai proses dan cara praktek yang 

dilakukan dalam adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat 

lampung sai batin, pada Pekon Gunung Kemala, Kec. Way Krui, 

Kab. Pesisir Barat. 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Banyak pendapat tentang arti pernikahan, sudah banyak pula 

rumusannya dalam versi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam 

perumusan itu disebabkan karena pernikahan sebagai suatu 

lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang, misalnya dari sudut agama, hukum masyarakat, dan 

sebagainya. Jika dilihat dari segi ajaran agama dan hukum islam 

pernikahan adalah suatu lembaga yang suci.
6
 

Pernikahan, dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “nikah” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.  Pernikahan 

berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (whati). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk 

arti persetubuhan (coitus) 

رُوْنَ 
َّ
مْ تَذَك

ُ
ك
َّ
عَل
َ
قْنَا زَوْجَيْنِ ل

َ
ِ شَيْءٍ خَل

 
ل
ُ
ريٰت/ وَمِنْ ك  )49: 51) الذّٰ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Az-Zariyat: 49) 

 

Tafsir Al-Maragi menjelaskan bahwa untuk tiap-tiap makhluk 

yang telah Allah ciptakan, sesungguhnya Allah ciptakan pula 

jodohnya yang berlainan dengannya dalam bentuk dan tujuannya. 

Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain. 

                                                                
6 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 1-2 
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Allah telah menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk 

dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, 

supaya kita ingat dan mengambil pelajaran. Dengan demikian, kita 

tahu bahwa Allah adalah Rabb yang patut disembah tanpa 

menyekutukan yang lain. Dia mahakuasa menciptakan sesuatu 

dengan lawannya dan mengadakan pasangan-pasangan dari setiap 

sesuatu, tidak seperti sesembahan lain yang tidak kuasa berbuat 

seperti itu.
7
 

Jika melihat dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian 

pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai 

berikut: (pasal 2) Pernikahan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizah 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah, (pasal 3) Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
8
 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada didunia 

dengan memiliki pulau kurang lebih 17.504 pulau, yang terdapat 

berbagai macam suku dan adat didalamnya. Adat merupakan 

pengertian dalam menyebutkan ciri atau kebiasaan pada 

masyarakat dalam tata cara atau aturan tertentu (bahasa, 

perkawinan, sosial dan lain sebagainya) terhadap penerapan pada 

kehidupannya.  Adapun beberapa macam bagian masyarakat 

hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu: 

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan 

(patrilinial), yaitu masyarakat yang kekerabatannya 

mengutamakan keturunan garis laki-laki.   

2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan 

(matrilinial), yaitu masyarakat yang kekerabatannya 

mengutamakan keturunan garis perempuan.  

3. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (parental), 

yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan 

keturunan laki-laki ataupun perempuan.  

                                                                
7 Ahmad Musthofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi Juz 26 (Semarang: 

PT.Karya Toha Putra, 1993).11 
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Cet Ke-2 (Jakarta: 

Akademika Perssindo, 1995). 14 
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4. Masyarakat adat yang besendi kebapakan beralih (alternatif), 

yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturuan laki-

laki tapi adakalanya mengikuti garis keturunan perempuan 

karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.  

Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak disalah 

satu pulau besar yakni, Sumatera. Masyarakat suku Lampung 

terdiri dari dua masyarakat adat atau ruwa jurai, yakni Jurai 

Pepadun dan Jurai Saibatin. Suku Lampung Jurai Pepadun pada 

umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke 

Laut Jawa dan orang Lampung jurai Saibatin bermukim di pesisir 

pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera 

Indonesia. Dalam bertutur suku Lampung Saibatin berdialek A, 

sedangkan suku Lampung Pepadun yang berdialek O. Adat 

masyarakat lampung ini memiliki ciri yang susunan 

kekerabatannya kebapakan (patrilinial), yaitu masyarakat yang 

kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki. Proses 

pernikahan dalam adat Lampung Sai Batin juga bagian daripada 

salah satu ketentuan yang juga diatur oleh adat. 

Proses pernikahan yang diatur oleh adat suku Lampung Sai 

Batin di Kabupaten Pesisir Barat, salah satunya adalah pernikahan 

yang menggunakan Adat Buantak. Adat Buantak merupakan salah 

satu adat yang telah menjadi warisan kebudayaan terdahulu bagi 

masyarakat suku Lampung Sai Batin yang mengatur proses 

pernikahan. Adat Buantak dilakukan dalam perkawinan Bedu’a 

dilamban (Pernikahan yang dilakukan dirumah pria). Proses Adat 

Buantak dalam pernikahan Bedu’a dilamban merupakan pesta adat 

perkawinan yang sederhana, semua kegiatan hanya dipusatkan dan 

dilaksanakan di rumah pengantin laki-lakinya saja dengan cara, 

mengantarkan calon pengantin perempuan ke rumah calon 

pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari bapak-bapak, 

ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. Proses perjalanan Adat 

Buantak ini juga diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sangat 

sakral.  

Melihat dari uraian diatas yang telah dipaparkan penulis, 

maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian lebih dalam 

lagi mengenai proses pelaksanaan Adat Buantak dalam Perkawinan 

Bedu’a dengan mengambil judul penelitian, Analisis Hukum Islam 
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Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan  Bedu’a  Di Lamban 

Masyarakat Lampung Sai Batin (Studi pada Pekon Gunung 

Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat). 

 

B. Fokus Penelitian 

Berkaitan dengan analisis hukum Islam tentang adat 

perkawinan yang dilakukan oleh salah satu budaya lampung sai 

batin yang berlangsung pada masyarakat lampung saibatin 

khususnya pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, 

Kabupaten Pesisr Barat maka diperlukan sebuah penelitian 

mengenai, “Analsis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam 

Perkawinan Bedu’a Dilamban Masyarakat Lampung Adat Sai 

Batin”, yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal 

berikut: 

1. Proses pelaksanaan perkawinan Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a yang dilakukan pada masyarakat Pekon 

Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir 

Barat. 

2. Analisis hukum Islam mengenai adat perkawinan yang 

dilakukan oleh masyarakat lampung sai batin pada Pekon 

Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Dalam menemukan masalah dalam penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan kegiatan berfikir dan merenung guna memperoleh 

gagasan, ide dan motivasi untuk melakukan suatu penelitian. 

Identifikasi yang akan dilakukan terhadap suatu masalah dalam 

penelitian ini dengan cara: 

1. Menampilkan indikasi analisis hukum islam terhadap  proses 

pelaksanaan  Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a 

masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, 

Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat 

2. Menginventaris berbagai masalah yang terjadi pada saat 

proses Adat Buantak di lakukan dalam perkawinan Bedu’a 

masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon Gunung Kemala, 

Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat 
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Berdasarkan penjabaran di atas mengenai identifikasi suatu 

masalah yang akan di lakukan dalam penelitian ini, agar tidak 

meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka penulis 

memberikan batasan masalah sebagai berikut : “Analisis Hukum 

Islam Tentang Adat Buantak Dalam Perkawinan Bedu’a  Di 

Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin” (Studi pada Pekon 

Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir 

Barat). 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan Adat Buantak dalam perkawinan 

Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Saibatin pada Pekon 

Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir 

Barat? 

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Saibatin 

pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten 

Pesisir Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Sai Batin 

pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten 

Pesisir Barat 

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Adat 

Buantak dalam perkawinan Bedu’a di lamban masyarakat 

Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan 

Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

Penilitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan dan sebagi bahan masukan dalam penelitian 

ekonomi pada pengembangan ilmu Hukum baik secara umum 

maupun secara khusus bagi Jurusan Akhwal Al-Syaksiyah. 

2. Secara praktis  

a. Sebagai sumbangsih terhadap dunia perpustakaan, dan 

menjadi bahan masukan bagi Masyarakat. 

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Mengenai penelitian Analisis Hukum Islam Tentang Adat 

Buantak Dalam Perkawinan Bedu’a  Di Lamban Masyarakat 

Lampung Sai Batin Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan 

Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat sebelumnya telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dengan menggunakan variabel-variabel yang 

berbeda adapun peneliti yang telah penulis ringkas dari hasil 

penelitian yang sebelumnya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arjulius 2018, yang berjudul 

“Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini 

menjelaskan  bahwa proses pelaksanaan NAYUH pada paraktek 

Walimah dalam adat Lampung yang di Lakukan di Pesisir Barat 

jika ditinjau dari hukum Islam maka hukum melaksanakan 

NAYUH yang di bawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah 

bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh 

Rasullallah SAW. Akan tetapi dengan perkembangannya zaman 

banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam prakteknya 

sudah tidak seperti yang dianjurkan oleh Rasulallah SAW, 

seperti melaksanakan nayuh dengan berlebihan. Maksud 

berlebihan disini adalah dalam pelaksanaan nayuh ini banyak 

masyarakat yang melakukannya dengan memaksakan diri 

karena untuk menjaga fiil atau harga diri.
9
 

                                                                
9 Arjulius, “Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 

Terhadap Praktik Walimah Pada Adat Lampung Pesisir Di Pekon Padang 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti 2017, yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Massombo’ pada 

Prosesi Akad Nikah di Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses Adat 

perkawinan Kecamatan Masalle sedikit cenderung bertentangan 

dengan ajaran Islam, yaitu kepercayaan masyarakat tentang adat 

Massombo’ tetapi bukan berarti perkawinan yang dilakukan 

tidak sah menurut Hukum Islam hanya saja masyrakat 

kecamatan Masalle salah memaknai beberapa simbol dalam 

perkawinan tersebut.
10

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Salam 2018. Penelitian 

menunjukkan bahwa Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a 

di lamban pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di 

pekon Kebuayan berbeda dengan Adat Buantak yang berada di 

pekon-pekon lainnya. Perbedaan ini terletak pada 

penghantarannya, umumnya pengantin laki-laki  yang datang ke 

tempat pengantin wanita, tetapi di pekon Kebuayan pengantin 

wanita yang dihantarkan ke tempat laki-laki. Proses 

pelaksanaan Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a di lamban 

yang menghantarkan pengantin wanita ke tempat pengantin 

laki-laki mempunyai makna tanggung jawab anak tertua laki-

laki terhadap saudara perempuannya.
11

 

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas 

dapat di jelaskan bahwa persamaan dalam penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah mengenai proses pelaksanaan Adat 

Buantak dalam perkawinan Bedu’a. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada 

tempat,waktu, pelaku dan menganalisis hukum islam terhadap 

kebudayaan Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a. 

                                                                                                                                         
Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” (Institut Agama Islam 

Negeri Metro, 2018). 
10 Irmayanti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo’ 

Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” (Uin 

Alauddin Makassar, 2017). 
11 Rudi Salam, “Adat Buantak dalam Perkawinan Bedu’a Di Lamban 

Pada Masyarakat Lampung Saibatin Di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya 

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat” (Universitas Lampung, 2018). 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yakni 

penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak 

selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, 

tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai 

pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya 

mendalami dan menerobos gejalanya dengan 

menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi 

dari berbgai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh 

situasinya.
12

 Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 

(seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. Penulis 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara 

terhadap sampel yang telah di tentukan, dan observasi di 

lapangan.  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek 

tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau 

melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik 

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan 

cermat. 

 Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini 

semata-mata menggambarkan suatu objek untuk menggambil 

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam 

penelitian ini penulis akan mendekripsikan penelitian ini 

berkaitan dengan Upacara Adat Buantak dalam perkawinan 

                                                                
12 Susiadi AS, Metodelogi Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden 

Intan Lampung, 2014). 9 
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adat Bedu’a di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui 

Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam suatu penelitian bukan 

hanya sebatas jumlah obyek/subyek yang diteliti, akan tetapi 

mencakup seluruh karakteristik dari subyek/obyek dalam 

penelitian.
13

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

populasi adalah sekelompok individu yang akan diselidiki atau 

yang menjadi obyek penelitian, yang berada dalam suatu 

wilayah atau daerah tertentu. Populasi dan sampel dalam 

penelitian ini yakni wawancara terhadap 4 narasumber yakni, 

Fitra Kurniawan sebagai Kepala Pekon Gunung Kemala, 

Tonizar Sekretaris Pekon Gunung Kemala, Kiki Sintia dan 

Nazrul Aziz sebagai masyarakat setempat. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder:
14

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

dari responden atau objek yang diteliti atau ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa 

diperoleh langsung dari personal yang diteliti dapat pula 

berasal dari lapangan.
15

 Data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan narasumber yang ditentukan berdasarkan 

pengambilan sampel dengan teknik Purposive Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila 

sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik 

tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang 

                                                                
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017). 15 
14 Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Prilaku Konsumen (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). 30 
15 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006). 57 
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tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. 

Karakteristik sampel yang diambil sudah ditetapkan oleh 

peneliti sehingga teknik sampling ini dinamakan sampel 

bertujuan. Karakteristik yang ditentukan peneliti adalah 

mengambil sampel berdasarkan tokoh-tokoh masyarakat 

berpengaruh dan yang terlibat dalam proses pelaksanaan 

perkwinan. Tokoh masyarakat yang berpengaruh di pekon 

Gunung Kemala berjumlah 11 orang. Berdasarkan 

karakteristik tersebut, maka peneliti akan melakukan 

wawancara kepada 4 narasumber yakni, Fitra Kurniawan 

sebagai Kepala Pekon Gunung Kemala, Tonizar Sekretaris 

Pekon Gunung Kemala, Kiki Sintia dan Nazrul Aziz sebagai 

masyarakat setempat mengenai Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a masyarakat Lampung Sai Batin pada 

Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten 

Pesisir Barat.  

Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan 

untuk mencari informasi mengenai pandangan hukum Islam 

terhadap Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a 

masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung 

Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber eksternal maupun internal.
16

 Dalam penelitian ini 

penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku 

literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan 

masalah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk meperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan teknik sebagai berikut:  

a. Observasi 

Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan 

gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. 

                                                                
16 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Cet.Pertam 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 82 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

terstruktur. Observasi terstruktur  merupakan observasi yang 

telah dirancang  secara sistematis, tentang apa yang akan 

diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi 

terstruktur dilakukan apabila peneliti  telah tahu apa yang 

diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti  

menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas 

dan  reabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur atau 

angket tertutup  dapat juga digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan  observasi.
17

 Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui secara pasti bagaimana proses pelaksanaan Adat 

Buantak dalam perkawinan Bedu’a dimasyarakat Lampung 

Sai Batin pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way 

Krui, Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk 

teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian deskriptif kualitatif.
18

 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu 

dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. 

Informan yang diwawancarai adalah tokoh adat dan 

Masyarakat Lampung Sai Batin pada Pekon Gunung 

Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat 

yang memahami secara jelas tentang Adat Buantak. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, 

namun melalui dokumen.
19

 Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.
20

 

6. Teknik Pengelolaan Data 

                                                                
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 205 
18 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian, Cet. III (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 216 
19 M. Iqbal Hasan, Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002). 87 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 240 
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a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah 

data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang 

menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Quran 

maupun Hadist, atau buku buku literatur lainnya yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 

c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan 

kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam 

proses penelitian.
21

 

7. Teknik Analisis Data 

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian 

merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan 

hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada 

penelitian ini teknik analisa data menggunakan deskriptif 

kualitatif dalam pengambilan kesimpulan menggunakan 

induktif dan deduktif.  

Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang 

diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka 

walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang 

berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. 

Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif 

merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara 

mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus 

penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode 

analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat 

khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
22

 

Sedangkan dengan metode induktif, peneliti menangkap 

berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di 

                                                                
21 Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2016). 107 
22 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989). 

66 
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lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan 

pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.
23

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga  jalur 

analisis data,  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.   

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang  muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus 

selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data  benar-

benar terkumpul. Cara peneliti dalam mereduksi data adalah  

sebagai berikut:  

1) Seleksi ketat atas data. Peneliti menyeleksi setiap data 

yang didapatkan di lapangan. Seleksi data dilakukan atas 

dasar data yang didapat sesuai dengan pokok tema yang 

diteliti.  

2) Ringkasan atau uraian singkat. Peneliti meringkas data 

yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar 

mudah dipahami. 

3) Menggolongkan dalam pola yang lebih luas.  Selanjutnya 

data yang sudah di ringkas, digolongkan dalam pola- pola 

yang lebih untuk dikembangkan dan mendapatkan data 

yang lebih kaya akan penelitian yang diteliti.   

b. Penyajian data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekumpulan 

informasi kemudian disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada 

penelitian ini adalah: 

                                                                
23 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan 

Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian) (Malang: UIN Maliki, 

2010). 130 
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1) Peneliti membuat teks naratif yang berisi tentang catatan 

yang ada di lapangan. 

2) Peneliti membuat sebuah konsep untuk melihat apa yang 

sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau 

sebaliknya melakukan analisis kembali.  

c. Penarikan kesimpulan  

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara 

terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan 

pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-

pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

ada, alur sebab akibat, dan proposisi.  Kesimpulan-

kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, dengan cara:
24

 

1) Memikir ulang selama penulisan. 

2) Tinjauan ulang catatan lapangan.   

3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat 

untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif.   

4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan 

suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab 

yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, 

namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan 

melengkapi.  

Bagian awal dalam penulisan skripsi ini memuat halaman 

sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan, halaman 

kata pengantar, halaman daftar isi. Adapun bagian utama dalam 

penulisan skrispsi ini ialah : 

1. Bab I Pendahuluan. Penulisan skripsi pada bab ini berisikian, 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

                                                                
24 Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data 

Kualitatif,” Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27 

02, no. 1 (2003): 59. 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan (studi pustaka), metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, 

Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Islam tentang 

Adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a. 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Penulisin skripsi pada bab 

ini berisikan, Gambaran Umum Pekon Gunung Kemala 

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, Penyajian Fakta 

dan Data penelitian pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan 

Way Krui Kabupaten Pesisir Barat . 

4. Bab IV Analisis Penelitian. Penulisin skripsi pada bab ini 

berisikan, Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Adat Buantak 

Dalam Perkawinan Bedu’a Di Lamban Pada Masyarakat 

Lampung Sai Batin Di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way 

Krui Kabupaten Pesisir Barat dan Penyajian Fakta dan Data 

Penelitian terhadap Praktek Adat Buantak Dalam Perkawinan 

Bedu’a Di Lamban Pada Masyarakat Lampung Sai Batin Di 

Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten 

Pesisir Barat  

5. Bab V Penutup. Penulisan skripsi pada bab ini berisikan, 

Kesimpulan dan Rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Islam 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh.
1
 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal 

dari nikah (نكاح (yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
2
 Menurut 

istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan 

syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki 

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya 

perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan 

penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. 

Al-Qur‟an menganjurkan pernikahan dan menjadikan 

pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri 

biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk 

melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum 

menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah 

untuk memelihara kesuciannya.
3
 Pernikahan dalam Islam 

merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang- 

undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa.”
4
 

                                                                
1 Dep. Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002). 456 
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010). 7 
3 Nurnazil, “Wawasan Al-Qur‟an Tentang Anjuran Pernikahan,” 

Ijtima‟iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol. 8, No (2015): 58–59. 
4 “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.). 
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Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan 

yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu 

akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”
5
 

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik 

suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
6
 

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi 

dimensi diantaranya dimensi sosiologis dan psikologis, secara 

sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan 

kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya 

regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. 

Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, 

kedua insan suami dan isteri yang semula merupakan orang 

lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling 

menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai 

dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang 

harmonis.
7
 

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti 

penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang 

masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan 

lain-lain. 

 

 

 

                                                                
5 Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan 

Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 

2019). 14 
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2018). 56 
7 Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa 

Kini”, Dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998. 74 
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Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang 

disebut selektivitas.
8
 Artinya bahwa, seseorang ketika hendak 

melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi 

dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang 

untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang 

dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. 

Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata 

terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan 

istilah mahram (orang yang haram dinikahi). 

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur‟an memberikan 

aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat Al-Nisa ayat 

22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja 

perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah 

Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, 

seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari 

saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang 

menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang 

sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) 

dan perempuan yang bersuami. 

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah 

larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 

menyebutkan bahwa: 

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian 

nasab Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau 

yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita 

keturunan ayah atau ibu., Dan dengan seorang wanita 

saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat 

semenda Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan 

istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas 

isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita 

keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali    putusnya 

hubungan    perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla 

                                                                
8 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih,UU No. 1/1974 Sampai KHI 

(Jakarta: Prenada Media, 2004). 144 
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aldukhul, dan dengan seorang wanita bekas isteri 

keturunannya. Karena pertalian sesusuan Yaitu dengan 

wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita 

saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, 

dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 

sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya 

dan keturunannya”. 

 

2. Rukun, Syarat, dan Hukum Pernikahan dalam Islam 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu 

yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) 

yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang  didalamnya 

terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan 

adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.  

Adapun rukun nikah adalah: 

a. Mempelai laki-laki;  

b. Mempelai perempuan;  

c. Wali;  

d. Dua orang saksi;  

e. Shigat ijab kabul.  

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun 

nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila 

salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan 

pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun 

nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul. 

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-

rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, 

wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan 

dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-

syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan 

menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri. 
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a. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami): 

1) Bukan mahram dari calon isteri;  

2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;  

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya; 

4) Tidak sedang ihram.  

b. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):  

1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan 

mahram, tidak sedang masa iddah;  

2) Merdeka, atas kemauan sendiri;  

3) Jelas orangnya; dan  

4) Tidak sedang berihram.  

c. Syarat-syarat wali: 

1) Laki-laki;  

2) Baligh;  

3) Tidak dipaksa;  

4) Adil; dan  

5) Tidak sedang ihram.  

d. Syarat-syarat saksi:  

1) Laki-laki (minimal dua orang)  

2) Baligh;  

3) Adil;  

4) Tidak sedang ihram  

5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.  

e. Syarat-syarat ijab qabul:  

1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali  

2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami  

3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya 

seperti “kawin”;  

4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh 

terputus;  

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;  

6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam 

keadaan haji dan umrah; 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat 

orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari 
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calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang 

saksi.
9
 

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang 

mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua 

mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. 

Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, 

maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah. 

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah 

firman Allah swt dalam Al-Qur‟an surat Ar-Ruum :21 : 

ا اِلَيْهَا   ًْفسُِكُنْ ازَْوَاجًا لِّتسَْكٌُىُْٖٓ يْ اَ ٖٓ اىَْ خَلقََ لَكُنْ هِّ ىَدَّةً وَهِيْ اٰيٰتِه  وَجَعَلَ بيٌََْكُنْ هَّ

يٰتٍ لِّقىَْمٍ يَّتفََكَّرُوْىَ  رَحْوَةً اۗىَِّ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ (21: 30) الرّوم/وَّ  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) 

dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia 

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

(QS. Ar-Rum :21).
10

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang 

secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam 

suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang 

(rahmah) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan 

merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua 

lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, 

memeluk, mencium dan hubungan intim. Ayat di atas juga 

menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk 

menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih 

sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti 

ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri 

setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan 

                                                                
9 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam 

(Jakarta: Siraja, 2006). 57-58 
10 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. 523 
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(suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga 

sesuai dengan ajaran yang telah disyari‟atkan dalam agama 

Islam. Selain ayat Al-Qur‟an, adapun hadits-hadits Nabi yang 

berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu: 

ًِدَ اَنهَّهَ وَأَثَُْى عَهَيِهِ وَقَالَ َّ اَنَُّبِيَّ صهى الله عهيه وسهى حَ ٍِ يَانِكٍ رضي الله عُه أَ ٍِ أَََسِ بِ نَكُِِّي  عَ
ٍِ سَُُّتِي فَهَيِسَ يُِِّي يُتَّفَقٌ ٍِ رَغِبَ عَ ًَ  عَهَيِهِ أَََا أُصَهِّي وَأَََاوُ وَأَصُىوُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ اَنُِّسَاءَ فَ

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah 

SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan 

tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku 

pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak 

suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. 

Bukhari Muslim).11
 

 

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum 

disyari‟atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa 

ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). 

Namun berdasarkan „illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, 

maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi 

wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.  

a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila 

seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah 

tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus 

kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan 

rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib 

melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan 

cenderung berbuat dosa (zina).  

b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, 

kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan 

jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah 

tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan 

mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal 

mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.  

c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan 

                                                                
11 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2002). 429. 
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oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), 

belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau 

orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa 

sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, 

dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan 

perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokan ke dalam 

kategori perbuatan tercela.  

d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh 

seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau 

calon isterinya.  

e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak 

melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia 

melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya. 

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena 

perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi 

dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari 

sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. 

Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam 

perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. 

 

B. Al-Urf’ 

a. Pengertian „Urf 

Kata „Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 

 dengan (الَْوَعْرُوفُ ) sering diartikan dengan al-ma„ruf ارف - يرف

arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat 

kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di 

pandang baik dan diterima oleh akal sehat.
12

 Kata „urf sering 

disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa 

Arab   عَادَة ; akar katanya: ya„udu ( َيَعىُْدُ -عَاد) mengandung arti 

perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan 

satu kali belum dinamakan adat. Kata „urf pengertiannya 

tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan 

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah 

                                                                
12 Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum 

Islam,” Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Vol. 7, no. 1 (2015): 25–40. 
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sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. 

Sedangkan Kata „Urf secara terminologi, seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu 

yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah 

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka 

baik berupa perbuatan atau perkataan.
13

 Al-„urf menurut 

ulama ushul fiqih adalah: 

 فعم أو قىل قىو جمهىر عادة

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan 

dan perbuatan.”   

 

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-

Zarqa‟ (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman 

Yordania) mengatakan bahwa „urf merupakan bagian dari 

adat karena adat lebih umum dari „urf. Suatu „urf harus 

berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan 

pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu 

pemikiran dan pengalaman. Maka dalam menetapkan suatu 

permaslahan hukum imam al-Ghazâli dalam kitabnya al-

Mustashfa membahas mengenai „anâshir al-ahkâm yang di 

dalam istilah al-Ghazâli disebut arkân al-hukm yang memuat 

materi hukum itu sendiri. Menurut al-Ghazâli, hukum itu 

memiliki beberapa rukun, antara lain adalah adanya al-

hâkim (pembuat hukum), subjek hukum (al-mahkûm „alaih) 

dan objek hukum (al-mahkûm fîh).
14

 

b. Pembagian „Urf 

1) Dari segi objeknya,„Urf terbagi atas: 

a) Urf al-lafzi/ qauli adalah kebiasaan masyrakat dalam 

mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam 

mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan 

itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Misalnya, ungkapan daging berarti sapi 

                                                                
13 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005). 45 
14 Imam al-Ghazâli, “Kitab al-Mustashfa”, 111. 
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padahal kata daging mencakup seluruh daging yang 

ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging 

yang memiliki berbagai daging lalu pembeli 

mengatakan “saya mau beli daging satu kilogram” 

maka penjual langsung mengambil daging sapi.
15

 

b) „Urf al-amali/ fi‟li adalah kebiasaan yang berlaku 

pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil 

rokok di antara sesame teman tanpa adanya ucapan 

meminta dan member, tidak dianggap mencuri. 

2) Dari segi cakupannya,„Urf terbagi atas: 

a) Urf al-am adalah kebiasaan yang telah umum berlaku 

dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa 

memandang Negara, bangsa dan agama, seperti 

menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 

menggelengkan kepala tanda menolak atau 

menidakkan. 

b) „Urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah 

dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para 

pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang 

yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat 

lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat 

mengembalikan barang tersebut. 

3) Dari segi keabsahannya, „Urf terbagi atas: 

a) „Urf al-sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

nash Al-Qur‟an dan sunah, tidak menghilangkan 

kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan 

kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon 

mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

perempuan yang bukan merupakan mas kawin 

(mahar). 

b) „Urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan 

dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang 

ada dalam syara‟, seperti kebiasaan di kalangan 

                                                                
15 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 

1997). 137 
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pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah 

pinjam meminjam.
16

 

Dalam pandangan Abdul Karim Zaidan menyebutkan 

beberapa persyaratan bagi „Urf yang bisa dijadikan landasan 

hukum, yaitu: 

1) „Urf itu harus termasuk „urf yang sahih dalam arti tidak 

bertentangan dengan ajaran Al-Qur‟an dan sunah 

Rasulullah saw. 

2) „Urf itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah 

menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
17

 

3) „Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan 

ditetapkan hukumnya. Artinya al-„urf itu lebih dahulu 

ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
18

 

4) „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan 

secara jelas dalam suatu transaksi.
19

 

5) „Urf tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.
20

 

6) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak 

menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya 

tidak member kesempitan dan kesulitan.
21

 

7) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang 

berlainan dengan kehendak „urf tersebut, sebab jika 

kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk 

tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umun, 

maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan al-

„urf. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri 

belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah 

orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun 

ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa 

sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada 

                                                                
16 Sidi Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003). 237 
17 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh. 156 
18 Sidi Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih. 378 
19 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih. 144 
20 H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000). 
21 H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen. 
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persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam 

masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan 

bukan adat yang berlaku.
22

 

8) Adat atau „urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima 

akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati 

suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran 

jenazah suaminya.  

c. Kehujjahan „Urf dalam Penetapan Hukum 

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa al-„urf sahih yaitu 

„urf yang tidak bertentangan dengan syara‟, baik yang 

menyangkut al-„urf al-am dan „urf al-khas, maupun yang 

berkaitan dengan „urf al-lafzi dan „urf al-amali, dapat 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara‟. Menurut 

Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu 

hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang 

ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan 

kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.
23 

Sedangkan Dr. Moh.Bahrudin, M.ag, dalam bukunya yang 

berjudul Ilmu Ushul Fiqh mengemukakan bahwa „Urf  

sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus 

menerus dikerjakan dalam jangaka waktu yang lama, khusus 

dan tidak terdengar asing bagi mereka.
24

 

Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-

Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan „urf 

sebagai dalil syara‟ dalam menetapkan hukum apabila tidak 

ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang 

dihadapi.  

Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih 

yang berkaitan dengan „urf, di antaranya adalah yang paling 

mendasar: 

 

 

                                                                
22 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh. 157 
23 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih. 142 
24 Moh. Baharudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Aura, 2019). 
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1) Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.  

 )هحكوة العادة(

2) tidak dingkari perubahan hukum disebabkan perubahan 

zaman dan tempat. 

 )والأهكٌة الأزهٌة تغير الأحكام تغير لَيٌكر(

3) yang baik itu menjadi „urf sebagaimana yang diisyaratkan 

itu menjadi syarat. 

 )شرطا كالوشروط عرفا الوعروف(

4) yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang 

ditetapkan melalui nas Al-Qur‟an dan sunah.
25

 

 )بالٌص بت كالثا بالعرف الثابت(

Para ulama ushul fiqih juga sepakat bahwa hukum-

hukum yang didasarkan kepada „urf bisa berubah sesuai 

dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan 

tempat tertentu. Diterimanya „urf sebagai landasan 

pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi 

dinamisasi hukum Islam. Demikian melalui kitab Ar-

Risalah, Imam Asy-Syafi‟i mengemukakan bahwa banyak 

dalil mengenai keharusan berargumentasi berdasarkan Al-

Qur‟an dan As-Sunnahberubah.
26

 

Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara‟ 

yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk 

memelihara maslahah sebagaimana dipelihara dalam 

pembentukan hukum. Dipelihara juga dalam menafsirkan 

beberapa nas, maka dengan itu dikhususkanlah lafaz yang 

‟am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Terkadang qiyas itu 

ditinggalkan lantaran al-„urf.27
 Syekh Muhammad Khudlari 

Husain di dalam tulisannya yang berjudul Memelihara „Urf, 

berkata: „urf harus dipertimbangkan di dalam memberi fatwa 

dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum 

Islam tidak boleh member fatwa atau memutuskan hukum 

yang bertentangan dengan pokok syariah kecuali atas dasar 

                                                                
25 Ibid. 
26 Imam Asy-Syafi‟i, Kitab Ar-Risalah (Jakarta: Pustaka Al- 

Kautsar, n.d.). 381 
27 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kairo: Da‟r al-Qalam, 

1978). 91 
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darurat, maka dalam hal ini hukum didasarkan kepada 

darurat termasuk ke dalam rukhsah yang ditetapkan oleh 

seorang ahli hukum Islam atas dasar ijtihad.
28

 

Literatur yang membahas kehujjahan „urf atau adat 

dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan 

adalah tentang „urf atau adat secara umum, namun di atas 

telah dijelaskan bahwa „urf atau adat yang sudah diterima 

dan diambil alih oleh syara‟ atau yang secara tegas telah 

ditolak oleh syara‟, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang 

kehujjahannya. Dengan demikian pembicaraan tentang 

kehujjahan „urf ini sedapat mungkin dibatasi pada „urf 

bentuk keempat, baik yang termasuk pada adat atau „urf 

yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami 

perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami 

perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah 

berubah.
29

 Secara umum „urf atau adat itu diamalkan oleh 

semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama mazhab 

Hanafiyah dan malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan 

istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu 

adalah istihsan „urf (istihsan yang menyandar pada „urf). 

Oleh ulama Hanafiyah, „urf itu didahulukan atas qiyas khafi 

dan juga didahulukan atas nas yang umum, dalam arti: „urf 

itu mentakhsis umum nas. Ulama Malikiyah menjadikan „urf 

atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai 

dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis 

ahad.
30

  

Ulama Syafi‟iyah banyak menggunakan „urf dalam hal-

hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara‟ 

maupun dalam penggunaan bahasa. Adanya qaul qadim 

(pendapat lama) Imam Syafi‟I di Iraq dan qaul jadid 

(pendapat baru)nya di Mesir menunjukkan diperhatikannya 

„urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi‟iyah. Bila 

hukum telah ditetapkan berdasarkan „urf, maka kekuatannya 

                                                                
28 H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh. 374 
29 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana 

Ilmu, 1997). 374 
30 Ibid. 
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menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. „Urf 

atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan 

hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena 

semat-mata ia bernama adat atau „urf. „Urf atau adat 

bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau „urf itu 

menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat 

sandarannya, baik dalam bentuk ijma‟ atau maslahat. Adat 

yang berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama 

secara baik oleh umat. Bila semua ulam sudah 

mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi 

ijam‟ walaupun dalam bentuk sukuti (diam). 

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena 

mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini 

berarti menolak  maslahat. Sedangkan semua pihak telah 

sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, 

meskipun tidak ada nas yang secara langsung 

mendukungnya.
31

 Syariat Islam pada dasarnya dari awal 

banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang 

baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan 

dengan Al-Qur‟an dan sunah Rasulullah saw. Kedatangan 

Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah 

menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang 

diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. 

Missal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang 

dengan cara berbagi untung (mudarabah). Praktik seperti ini 

sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam 

dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum 

Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama 

menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah 

dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi 

beberapa persyaratan seperti yang telah dibahas 

sebelumnya.
32

 

                                                                
31 Ahmad Ibnu Abd. Halim Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Qubro 

(Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba‟a wa an-Nashr, n.d.). 378 
32 Imam As-Syartibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam (Beirut: Dar 

al-Fikr, n.d.). 342 
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Penerimaan „urf sebagai salah satu pertimbangan di dalam 

menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam 

mampu menyerap dan menerima budaya lainyang bisa 

dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor 

dinamisasi dan revitalisasi hukum Islami itu sendiri di satu sisi 

dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insane 

dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang 

menjadi identitasnya. 

 

C.  Adat Buantak 

1. Perkawinan Adat Buantak pada Masyarakat Lampung Sai 

Batin 

Bagi masyarakat Lampung, pernikahan bukan hanya 

urusan pribadi, tetapi juga keluarga, kerabat, dan masyarakat 

adat. Pernikahan adat Lampung Sai Batin dan Pepadun. “Sai 

Batin” berarti Satu Penguasa (Raja). Jika melihat tata cara 

pelaksanaan pernikahan dari Lampung Pepadun, maka prosesi 

pernikahan bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu cara 

pernikahan biasa atau pernikahan semanda yaitu pihak laki-laki 

tidak membayar uang jujur, tetapi suami & anak-anaknya kelak 

akan menjadi anggota keluarga garis istri.  

Menurut Hilal bahwa “Buantak adalah adat dalam 

mengantarkan calon pengantin perempuan ke rumah calon 

pengantin laki-laki secara beramai-ramai mulai dari bapak-

bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. Dalam proses 

ini juga perjalanan diatur sedemikian rupa sehingga  terlihat 

sangat sakral, rombongan perjalanan ini disebut dengan Iring 

lapah”.
33

 

Jadi Buantak merupakan suatu prosesi adat masyarakat 

Lampung Saibatin dalam suatu perkawinan yang mengantarkan 

calon pengantin perempuan pada saat akad nikahnya yang akan 

dilaksanakan dikediaman pengantin laki-lakinya. Hal ini 

dilakukan oleh pihak calon pengantin perempuan ke rumah 

calon pengantin laki- lakinya, yang di ikuti oleh kerabat dekat 

                                                                
33 Hilal Iqbal, Tata Titi Adat Budaya Lampung (Lampung: 

Departemen Kebudayaan Prov Lampung, 2012). 84 
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calon pengantin perempuannya, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan 

para bujang gadis yang masih memiliki ikatan darah. 

Bila menyesuaikan pernikahan adat Lampung sebagai 

mana mestinya, maka akad nikah harus dilaksanakan di rumah 

mempelai pria. Namun, kini dengan perkembangan zaman dan 

memerhatikan berbagai aspek, akad bisa dilakukan di rumah 

mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua 

keluarga.Kedatangan rombongan mempelai pria yang datang 

juga memiliki tatanan ajeg, lho. Biasanya akan diatur sebagai 

berikut: 

a) Barisan paling depan adalah perwatin adat dan juru bicara 

yang disebut dengan pembarep. Barisan inilah yang akan 

diterima oleh rombongan mempelai perempuan. 

b) Rombongan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan disekat atau dihalangi dengan Appeng (rintangan 

kain sabage/cindai yang harus dilalui). 

c) Setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon 

pengantin laki-laki menebas atau memotong Appeng dengan 

alat terapang. 

d) Setelah rintangan ditebas, rombongan mempelai laki-laki 

barulah boleh dipersilahkan masuk dengan membawa 

seserahan berupa kue kering, sirih pinang atau urai cambai, 

lapis legit atau juadah balak, serta uang adat. 

Dalam perkawinan adat Buantak ketika telah tiba dirumah 

mempelai pria, kedua mempelai akan disambut dengan tabuhan 

khas Lampung yaitu talo balak dan juga tarian khas Lampung 

sambil mengiringi menuju pelaminan. Ini merupakan proses 

kedua dari pernikahan adat Lampung. Kedua mempelai beserta 

keluarga akan berjalan memasuki rumah sang pria akan 

disambut oleh seorang ibu, yang akan menaburkan beras kunyit 

dan uang logam. Prosesi pernikahan adat Lampung berikutnya 

adalah, mempelai wanita mencelupkan kedua kaki kedalam 

pasu, yang merupakan wadah dari tanah liat beralas talam 

kuningan, serta berisi air dan anak pisang batu, kembang titew, 

daun sosor bebek dan juga kembang tujuh rupa. Prosesi ini 
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adalah simbol keselamatan, hati yang tenang, dan juga harapan 

agar kedua mempelai memiliki rumah tangga yang baik.
34

 

 

2. Tujuan Perkawinan adat Buantak pada Masyarakat 

Lampung Sai Batin 

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-

undang memandang perkawinan hanya dari hubungan 

keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam 

pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, 

hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Perkawinan dalam masyarakat Lampung sai batin 

merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Tujuan perkawinan dalam masyarakat Lampung sai batin 

adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-isteri.
35

 Undang-undang 1 Tahun 1974 dan 

hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya 

dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari 

aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang 

keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah 

menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan 

catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan 

itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya 

mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang 

dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.
36

 

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu 

akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, 

maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk 

mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan 

                                                                
34 Ali Imron, Pola Perkawinan Saibatin. 28 
35 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermas, 

1994). 52 
36 Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum 

Perdata Tertulis (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). 61 
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perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan 

kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain 

sebagainya. 

Perkawinan orang Lampung Saibatin menganut pola 

bujujogh dan semanda.Pola perkawinan bujujogh ini merupakan 

pola perkawinan warisan adat dari satu nenek moyang ulun 

lampung yang asli, yaitu ketika semua masyarakat lampung 

masih tinggal dalam satu wilayah di tanah leluhurnya di sekala 

beghak. Masyarakat Lampung dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu jurai pepadun dan jurai saibatin. 

Menurut Imron, “Perkawinan dengan pola bujujogh 

menganut sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, dimana 

laki-laki yang menentukan. Makna perkawinan bujujogh ini 

bagi ulun Lampung pada hakekatnya merupakan tanggung 

jawab dan harga diri”.
37

 

Perkawinan pola semanda menganut sistem kekerabatan 

yang dihitung dari garis perempuan atau ibu. Pola menetap 

setelah menikah pada perkawinan semanda ini adalah 

matrilokal, dimana pasangan yang baru menikah akan 

bertempat tinggal (menetap) dekat dengan kerabat perempuan. 

Pada masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Pekon 

Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 

yang biasanya menggunakan sistem perkawinan bujujogh dalam 

melaksanakan acara perkawinan. 

 

 

                                                                
37 Ali Imron, Pola Perkawinan Saibatin (Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, 2005). 29-37 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

proses pelaksanaan adat Buantak dalam perkawinan Bedu’a di 

lamban Pekon Gunung Kemala, Kec.Way Krui, Kab.Pesisir Barat 

sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam  proses pelaksanaan Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Saibatin 

pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten 

Pesisir Barat, melalui beberapa tahapan, yaitu: 

a. Tahap awal berupa persiapan semua syarat seserah (nyiapko 

syaghat ni) yaitu semua kerabat dekat dari pihak wanita 

melaksanakan musyawarah keluarga.  

b. Tahap pengantaran pengantin wanita (peghani ni guai) 

diawali dengan berkumpulnya semua kerabat dekat dirumah 

mempelai wanita.  

c. Mempelai kembali ke rumah pihak laki-laki. Sesepuh adat 

(Pengtuhanangguh)menyampaikan nasehatnya terhadap 

kedua pengantin agar kehidupan keluarga yang akan dijalani 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarganya. 

2. Bahwa Analisis Hukum Islam terhadap Adat Buantak dalam 

perkawinan Bedu’a di lamban masyarakat Lampung Sai Batin 

pada Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten 

Pesisir Barat tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam 

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta 

memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan 

mudharat yang ada dalam keluarga.  

 

B. Rekomendasi 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan 

judul Analisis Hukum Islam Tentang Adat Buantak Dalam 

Perkawinan Bedu’a  Di Lamban Masyarakat Lampung Sai Batin” 

(Studi pada Pekon Gunung Kemala, Kec.Way Krui, Kab.Pesisir 

Barat), peneliti ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya : 
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1. Pelaksanaan adat Buantak sebaiknya para pemuda-pemudinya 

untuk ikut serta dalam pelaksanaan adatnya agar adat Buantak 

ini bisa terus untuk diwariskan kegenerasi yang lebih awal. 

2. Agar peralatan yang digunakan dalam melaksanakan adat 

Buantak ini tetap ada tradisionalnya, sebaiknya para tokoh adat 

tidak melakukan pembaharuan peralatan yang lebih modern. 

3. Agar tidak terjadinya perubahan dalam pelaksanaan adat 

Buantak ini, sebaiknya para tokoh adat dan masyarakat 

melakukan pertemuan setiap satu bulan sekali untuk sharing 

bersama tentang adat ini. 

4. Agar pelaksanaan adat Buantak ini terlihat lebih baik lagi, 

sebaiknya para tokoh adat dan masyarakat yang berada di pekon 

Kebuayan ini melengkapi peralatan yang belum ada. 
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